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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang difokuskan 

pada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen, Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura 

dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang memberikan rasa 

keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum di 

Kabupaten Kepulauan Yapen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa upaya mengoptimalkan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan 

Yapen dipengaruhi oleh faktor substansi hukumnya (undang-undang), faktor 

struktur hukum (kinerja aparat penagak hukum), dan faktor budaya hukum 

masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapai dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri atas kendala 

hukumnya (undang-undang), yaitu ketentuan tentang perbuatan, kerugian negara, 

dan sanksi pinada khusus. Kendala faktor penegak hukum, yaitu masih 

rendahnya kualitas aparat penegak hukum, kurangnya komitmen dalam 

memberantas korupsi, kurangnya koordinasi, dan masih adanya praktek suap. 

Kendala faktor sarana dan prasarana, yaitu masih rendahnya kualitas aparat 

penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi, dan penumpukan berkas 

perkara. Kendala faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan 

kepatuhan hukum masyarakat, dan rendahnya mental serta keimanan. Kendala 

faktor kebudayaan (budaya hukum), yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, dan budaya memberi dan menerima suap masyarakat 

dengan maksud untuk memudahkan birokrasi yang rumit dan sulit. 

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dan tegas 

dalam memberantas tindak pidaja korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Penjatuhan sanksi pidana yang berat dan maksimal dapat memberikan efek 

jera, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir. Kepada masyarakat 

khususnya bagi pejabat pemegang kekuasaan agar menjadi contoh teladan 

dalam berperilaku jujur dan transparan sehingga tidak terjebak bujuk rayu dan 

godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam praktik korupsi. Apabila 

mengetahui adanya indikasi terjadi praktik korupsi agar tidak segan dan takut 

melaporkan kepada aparat penegak hukum. 
 

Kata Kunci:  Optimalisasi, Penegakan Hukum, Korupsi. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in Yapen Islands Regency and focused on 

the Yapen Islands Regency Police, the Yapen Islands Regency District 

Prosecutor's Office, and the Jayapura Class I A District Court Judge with the 

consideration that these institutions have the authority to provide a sense of 

justice for perpetrators of criminal acts of corruption through law enforcement 

in Yapen Islands Regency. . The type of research used is normative legal 

research and is supported by empirical legal research. 

The research results show that efforts to optimize law enforcement 

against criminal acts of corruption in Yapen Islands Regency are influenced by 

legal substance factors (laws), legal structure factors (performance of law 

enforcement officers), and community legal culture factors. The obstacles faced 

in law enforcement against criminal acts of corruption in Yapen Islands Regency 

consist of legal obstacles (laws), namely provisions regarding acts, state losses, 

and special criminal sanctions. Constraints include law enforcement factors, 

namely the low quality of law enforcement officers, lack of commitment to 

eradicating corruption, lack of coordination, and the continued practice of 

bribery. Constraints include facilities and infrastructure, namely the low quality 

of law enforcement officers in dealing with corruption cases, and the 

accumulation of case files. Obstacles include community factors, namely low 

awareness and compliance with community laws, and low mental health and 

faith. Obstacles are cultural factors (legal culture), which include the values that 

underlie applicable laws, and the culture of giving and receiving bribes from the 

public with the aim of facilitating complicated and difficult bureaucracy. 

It is recommended that law enforcement officials be more serious and 

firm in eradicating acts of corruption in Yapen Islands Regency. Imposing severe 

and maximum criminal sanctions can provide a deterrent effect, so that 

corruption cases can be minimized. To the public, especially to officials holding 

power, to be role models in behaving honestly and transparently so that they are 

not trapped by persuasion and temptations that can lead them into corrupt 

practices. If you know that there are indications of corrupt practices, don't be 

reluctant or afraid to report it to law enforcement officials. 

 

Keywords: Optimization, Law Enforcement, Corruption. 
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